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RINGKASAN

ROSLENNI S. SITINDAON, PENGAWASAN DALAM MEKANISME
PEMBERIAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI STUDI KASUS
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN.

(Dra. Hj. Retnawati Siregar selaku pembimbing I, Drs. Abd. Rahman Syafri
Nasution, selaku pembimbing I1.)

Pengembalian Pajak Pertambaban Nilai Lebih Bayar (Restitusi PPN) adalah
hak wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia adalah salah satu kantor
pelayanan pajak yang berdiri di bawah naungan Departemen Keuangan mengemban
tugas untuk mencapai target penerimaan pajak sesuai APBN untuk membiayai
pembangunan juga mempunyai tugas memberi pelayanan kepada wajib pajak yang
salah satunya adalah pelayanan pemberian restitusi PPN.

Pemberian restitusi PPN adalah pengembalian pajak dengan cara
mengeluarkan kembali pajak yang telah masuk ke kas negara. Untuk mengeluarkan
uang dari kas negara perlu berhati-hati, sehingga dalam rangka pengawasan atas
kepatuhan wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia melakukan
pemeriksaaan terhadap pembukuan dan pencatatan wajib pajak sesuai dengan
prosedur pemeriksaan.

Pengawasan mekanisme pemberian restitusi PPN pada Kantor Pelayanan
Pajak Medan Polonia sudah baik berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah
digambarkan dalam penyelesaian sebuah kasus pada PT. XYZ. Di mana dengan
pengawasan melalui pemeriksaan yang dilakukan, permohonan restitusi yang

diajukan oleh wajib pajak tidak selamanya sepenuhnya dikabulkan hal itu tergantung
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rangka pengamanan penerimaan negara khususnya dalam pemberian Restitusi Pajak
Pertambahan Nilai maka perlu dilakukan pengawasan. Berdasarkan hal tersebut di

atas maka penulis tertarik untuk memilih judul skripsi ini yaitu

PENGAWASAN DALAM MEKANISME PEMBERIAN RESTITUSI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN

PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan

Polonia, maka dalam skripsi ini penulis mencoba merumuskan permasalahan :

1. Bagaimana Proses Pemberian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

(Restitusi PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.

2. Apakah Pengawasan dalam Mekanisme  Pemberian Restitusi  Pajak
Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia telah
diterapkan dengan baik dan mampu mengamankan  penerimaan negara

khususnya dari sektor Pajak Pertambahan Nilai.

3. Apakah permohonan restitusi PPN, semua dikabulkan dan ditindaklanjuti

dengan pemberian restitusi.
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C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Dalam skripsi ini penulis hanya membahas masalah Peranan Pengawasan
dalam Mekanisme Pemberian Restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia
yaitu yang didasarkan adanya Permohonan Restitusi dari Wajib Pajak khusunya

Wajib Pajak yang Berbadan Hukum.

Penulis menggunakan semua peraturan perpajakan mulai tahun 1983 sampai
tahun 2004 sebagai acuan pembahasan yang berhubungan dengan masalah
pemberian restitusi sepanjang belum ada perubahan atas peraturan perpajakan
tersebut. Sebagai data yang diambil adalah data tahun 2004 berupa jumlah
permohonan restitusi Wajib Pajak yang sudah di respon atau sudah ditindaklanjuti

pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.
Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk rhengetahui gambaran mengenai proses pemberian Restitusi Pajak

Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.

2. Untuk mengetahui apakah pengawasan dalam mekanisme pemberian restitusi
PPN dalam rangka pengamanan penerimaan negara, telah dilakukan sesuai

dengan Peraturan Perundangan-undangan yang ada.

3. Untuk mengetahui gambaran mengenai permohonan yang dikabulkan dan

ditindaklanjuti dengan pemberian restitusi.
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Teknik Pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut

1. Observasi (Observation), yaitu dilakukan dengan pengamatan langsung ke

Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.

2. Wawacancara (interview), yaitu dengan cara mengadakan wawacara langsung
dengan pimpinan dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia yang

berkompeten untuk memberikan data dan informasi.

E. Metode Analisis

Untuk menganilisi data yang diperoleh dalam penelitian ini maka penuiis

menggunakan metode analisis sebagai berikut :

1. Metode Deskriptif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara
mengumpul, menyusun dan  mengklasifikasikan data  kemudian
diinterprestasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah

yang dibahas.

2. Metode Komparatif, yaitu metode analisis dengan membuat suatu
perbandingan antara teori yang terdapat pada literatur-literatur dengan

penerapan yang ada di lapangan pada saat penelitian.
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a. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak
Keluaran untuk Masa Pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2).

b. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka
Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2 a)

c.” Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar
daripada jumlah Pajak Masukan maka selisihnya merupakan Pajak
Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (Pasal
9 ayat 3)

d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Masukan lebih besar
daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak
Masukan yang diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke Masa
Pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4)

e. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk
peroleh Barang Kena Pajak dan/atau jasa Kena Pajak yang berhubungan
langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak (pasal
9 ayat 5 jo. Ayat 8 huruf b) ;

f.  Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan
penyerahan kena pajak dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan
Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 8 dan pasal
16 B ayat3). °

2. Persyaratan Umum Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan.

Kriteria umum bahwa suatu Pajak masukan dapat dikreditkan, adalah apabila

memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :
a. Memenuhi persyaratan formal yaitu :

1) Tercantum dalam Faktur pajak Standar atau dalam dokumen yang
diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan

Perundang-undangan

Pajak masukan yang dapat dikreditkan harus tercantum dalam Faktur

Pajak Standar yang diisi lengkap, jelas dan benar.
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Dalam Memori penjelasan pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai ditegaskan bahwa Faktur Pajak Standar adalah
faktur pajak yang berisi keterangan tentang penyerahan Barang Kena

Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak.

Pajak Masukan yang secara materiil dapat dikreditkan menjadi tidak
dapat dikreditkan apabila tercantum dalam Faktur Pajak Standar yang
cara pengisiannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2) Belum dilakukan pemeriksan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 2
dan ayat 9 UU PPN 1984 jo pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000.

Ketentuan ini meletakkan prinsip bahwa pengkreditan pajak masukan
dilakukan dalam masa pajak yang sama. Misalnya Pajak Masukan
yang tercantum dalam Faktur Pajak bulan Desember 2004 pada
prinsipnya hanya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang
dipungut dengan Faktur Pajak bulan Desember 2004 saja. Tetapi
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o

Harga jual/Penggantian dan Pajak Keluaran yang dikenakan

d. Penyerahan yang terutang PPN 10%

®

Penyerahan yang terutang PPN 0% (Penyerahan Ekspor)

Lap

Penyerahan yang tidak terutang PPN

g. Penyerahan yang tidak terutang PPnBM.

Berdasarkan Pasal 16B UU PPN, terhadap penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak
tertentu diberikan fasilitas oleh karena itu bagi Pengusaha Kena Pajak yang
melakukan penyerahan terkait dengan fasilitas dimaksud, pencatatan itu harus
ditambah dengan dua materi lagi yaitu :

a. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan pajak

b. Penyerahan yang PPN dan PPnBM nya tidak dipungut

2. Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

Dilihat dari pengenaan PPN, barang yang dibeli dapat digolongkan ke dalam
dua jenis barang yaitu barang yang PPN nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat
dikreditkan. Pembelian kedua jenis barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam
rangka pembukuan. Selain itu, ada dua hal lain yang masih perlu dipertimbangkan
pada saat pencatatan pembelian dilakukan yaitu masalah potongan harga dan retur
pembelian. Sebagaimana diatur dalam dalam pasal 1 angka 18 UU Nomor 18 Tahun
2000 tentang PPN dan PPnBM potongan harga tidak termasuk harga jual sebagai

dasar pengenaan pajak.
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4. Prosedur Pemeriksaan
Prosedur pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa adalah sebagai
berikut
a. Petugas Pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan
Pajak dan harus memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
b. Wajib Pajak yang diperiksa harus :
1) Memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan-catatan, laporan
keuangan dan dokumen pendukung lainnya.
2) Memberi kesempatan untuk memasuki tempat yang dipandang per!u
dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
3) Memberi keterangan yang diperlukan
4) Kewajiban merahasiakan tidak berlaku
c. Pemeriksa atas nama Direktur Jenderal Pajak berhak dan berwewenang
untuk melakukan penyegelan tempat ruangan tertentu bila Wajib Pajak

tidak melakukan kewajiban huruf b di atas.
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BAB 111

KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN

A. Gambaran Umum Entitas
1. Sejarah Ringkas

Pada tanggal 05 Juli 2001 Menteri Keuangan Republik Indonesia
mengeluarkan Keputusan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor
322/KMK.01/2001 tentang “Koordinator Pelaksana di Lingkungan Departemen
Keuangan”, yang mengatur perubahan sebagian garis instruksi, dan terbentukn)(a
Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunén.
Sebelumnya telah dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-
443/KMK.01/2001, tanggal 23 Juli 2001, tentang berdirinya Kantor Pelayanan Pajak
Medan Polonia yang didirikan sebagai pemekaran dari Kantor Pelayanan Pajak
Medan Barat, dan mulai aktif beroperasi pada tahun 2002 berkedudukan di Jalan
Pangeran Diponegoro No. 30 A Gedung Keuangan Negara II. Keputusan Menteri
Keuangan tersebut berisikan tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah
Direktorat Jerideral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan
dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Berdasarkan keputusan tersebut maka Kantor
Pelayanan Pajak Medan Polonia memiliki kedudukan, tugas dan fungsi yang sama
dengan Kantor Pelayanan Pajak lainnya.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia menjadi tempat penelitian dan

sekalil%ls merupakan obi'iek penelitian skripsi ini. Kantor Pelayanan Pajak Medan
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b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Seksi ini mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian
informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta

ekstensifikasi wajib pajak.

c. Seksi Tata Usaha Perpajakan
Seksi ini mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan pendaftaran,
pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak, penerimaan dan penelitian
Surat Pemberitahuan Pajak dan surat Wajib Pajak lainnya, kearsipan berkas wajib

pajak serta penerbitan surat ketetapan pajak.

d. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Seksi ini mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman
Surat Pemberitahuan Pajak penghasilan Orang Pribadi, pengawasan pembayaran
masa pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan dan fiskal luar

negeri.

e. Seksi Pajak Penghasilan Badan
Seksi ini mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengawasan
pembayaran masa pemeriksaan sederhana para wajib pajak yang mempunyai

status berbadan hukum sesuai dngan kriteria yang ditentukan.
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f.  Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
Seksi ini bertugas dan berfungsi sebagai pemantau dan penatausahaan
pembayaran pajak masa atas pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.
Penerimaan dan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan
Pemotongan dsan pemungutan Pajak Penghasilan. Penelaahan dan Penyusunan
laporan efektifitas pembayaran masa atas pemotongan dan pemungutan pajak

penghasilan.

g. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak tidak Langsung Lainnyua
Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya mempunyai
tugas dan fungsi : mengadakan pemantauan dan penatausahaan pembayaran
masa Pajak Pertambahan Nilai Pajak penjualan Barang Mewah dan Pajak tidak
Langsung lainnya, Konfirmasi Faktur Pajak, melakukan Pemeriksaan dan
Pengawasan atas Wajib pajak yang mempunyai posisi Surat Pemberitahaun SPT

Masa PPN nya Lebih Bayar yang dikompensasi atau di restitusi.

h. Seksi Penagihan
Seksi ini mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak.
Penagihaan penundaan angsuran dan pembuatan usulan penghapusan piutang
pajak, penagihan, penundaan angsuran dan pembuatan usulan penghapusan

piutang pajak.
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4) Pelaksanaan administrasi Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi

Perpajakan.

k. Kelompok Jabatan fungsional
Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Adapun tugas Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001, yaitu
melaksanakan segala kegiatan operasional pelayanan pajak di bidang perpajakan,
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya
dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang di tetapkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk perwujudan tugas-tugas tersebut Kantor Pelayanan Pajak
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi dan
pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak di bidang perpajakan serta memberikan
pelayanan kepada masyarakat dan menatausahakan segala sesuatu yang berhubungan
dengan pajak. Selain itu Kantor Pelayanan Pajak juga diberikan kuasa oleh Undang-
Undang untuk melaksanakan tugas pengawasan Undang-Undang perpajakan dalam
rangka merealisasikan rencana tugasnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 443/KMK.01/2001 tentang organisasi dan tata usaha kerja Kantor Pelayanan

Pajak Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia melaksanakan pengawasan.
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Apabila diketahui ada wajib pajak sebagaimana disebutkan di atas maka
Kantor Pelayanan Pajak melakukan verifikasi lapangan. Sistem perpajakan yang
berlaku di Indonesia sekarang adalah “Sistem Self Assesment”, di mana wajib pajak
diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri ke
Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Dalam melakukan penelitian formal maupun penelitian material Kantor
Pelayanan Pajak diberikan hak untuk menerima bukti-bukti wajib pajak yang
diperlukan, dan wajib pajak wajib menyampaikan bukti-bukti tersebut secara tertulis
langsung disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Wajib pajak datang ke Kantor
Pelayanan Pajak bukan karena dipanggil melainkan untuk mengantar/menyerahkan

bukti-bukti dan keterangan lain yang diperlukan dalam penelitian material tersebut.

B. Sebab-sebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Pelayanan
Pajak Medan Polonia Medan yaitu pada Seksi Pajak Pertambahan Nilai yang
langsung menangani pemeriksaan atau pengawasan terhadap para wajib pajak yang
mengajukan permohonan restitusi diketahui sebab-sebab terjadinya kelebihan

pembayaran pajak adalah :

1. Jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran pada suatu

Masa Pajak yang disebabkan oleh :

a. Pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang

UNIVERgI'II‘aKlSIIﬁ% l%eAbISIIKIII(l é.lgaha dimulai atau pada awal usaha dimulai.
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c. Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa
Kena Pajak kepada Badan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Penyerahan BKP dan atau JKP kepada Badan Pemungut PPN hampir
selalu mengakibatkan lebih bayar karena Pengusaha Kena Pajak yang
bersangkutan belum sempat mengkreditkan Pajak Masukannya yang telah
dibayarkan dalam masa yang sama di mana PPN terutang telah dipungut
dan disetor langsung ke Kas Negara oleh Pemungut Pajak Pertambahan
Nilai. Adapun penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang
PPNnya langsung dipungut dan disetor pada kas negara pada saat
penjualan atau penyerahan BKP/JKP dilakukan adalah apabila transaksi
penjualan atau penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada pihak badan
pemungut seperti Instansi Pemerintah, Rumah Sakit Umum, Sekolah atau
Universitas, dimana pembiayaannya langsung dari Anggaran

Pembelanjaan Negara dari Kantor Perbendahaaraan Kas Negara.

d. Pengusaha Kena Pajak menyerahkan BKP dan/atau JKP sehubungan
dengan proyek milik pemerintah yang dananya berasal dari bantuan luar
negeri baik berupa hibah maupun pinjaman.

Kelebihan Pajak Masukan ini adalah sebagai konsekuensi pemberian
fasilitas PPN yang terutang tidak dipungut atas penyerahan BKP/JKP dan
atau impor BKP dalam rangka proyek Pemerintah yang dibiayai dengan

dana yang berasal dari luar negeri.
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e. Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak untuk
diolah lebih lanjut kepada Enterport Produksi untuk Tujuan Ekspor
(EPTE)

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak untuk
diolah lebih lanjut kepada Pengusaha yang memperoleh persetujuan dari
Menteri Keuangan sebagai EPTE mendapat fasilitas PPN yang terutang

tidak dipungut.

2. Selain disebabkan Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, hal yang
mungkin menyebabkan kelebihan pembayaran pajak adalah adanya kesalahan

atau kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Peristiwa ini dinamakan kelebihan pembayaran karena terjadinya kesalahan
pemungutan atau pembayaran yang seharusnya tidak terutang. Berdasarkan pasal 7
ayat (3),(4), dan (5) PP Nomor 143 Tahun 2000 dalam kasus seperti ini yang berhak
mengajukan permintaan pengembalian adalah importir, pembeli/penerima jasa

sepanjang Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya.

C. Pengawasan Pemberian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Pemberian restitusi Pajak Pertambahan Nilai berdampak berkurangnya
penerimaan negara. Di satu sisi Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia berusaha
meningkatkan penerimaan negara dari pajak untuk pembiayaan pembangunan dan di

sisi lain Kantor Pela%anan Paéak Medan Polonia harus memberi pelayanan memberi
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp%'izci&yﬂ% se}%%g@?{g%ﬁ}"ﬁg acid)21/5/24



37
Roslenni S Sitindaon - Pengawasan dalam M ekanisme Pemberian Restitusi Pajak Pertambahan....

hak wajib pajak yang salah satunya adalah pemberian restitusi PPN. Oleh sebab itu
tindakan pengawasan sangat perlu dilakukan untuk menghindari adanya kerugian

negara .

Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia salah satu  tugasnya adalah
melakukan pengawasan yang ketat atas setiap wajib pajak yang mengajukan
permohonan permintaan retitusi PPN. Sesuai data yang diperoleh dari Kantor
Pelayanan Pajak Medan Polonia untuk tahun 2004 diketahui jumlah permohonan

restitusi yang dikabulkan dan ditindaklanjuti dengan pemberian restitusi adalah :

Permohonan Restitusi yang telah di proses dan diselesaikan : 84 permohonan
Jumlah permintaan restitusi PPN : Rp 243.483.226.430
Jumlah yang dikabulkan dan telah ditindaklanjuti dengan

Pemberian restitusi oleh KPP Medan Polonia : Rp 242.148.534.014

Koreksi © Rp 1.334.692.416

Adapun koreksi sebesar Rp. 1.334.692.416.- merupakan selisih antara
jumlah permintaan restitusi dengan jumlah restusi yang dikabulkan. Koreksi
ditemukan adalah bukti dilakukannya pengawasan yang ketat melalui pemeriksaan
terhadap Wajib Pajak. Permohonan restitusi pada dasarnya dikabulkan apabila
memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, namun
seberapa besar jumlah restitusi yang ditindak lanjuti dengan pemberian restitusi atau

dengan kata lain yang diuangkan adalah tergantung hasil pengawasan yang dilakukan.
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Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia
telah sesuai dengan pératuran perundang-undangan yang berlaku yang salah satunya
dalam rangka pengamanan pemberian restitusi PPN dikeluarkan Keputusan Dirjen
Pajak Nomor KEP.160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001 mengenai “Tata Cara
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai” di mana pengawasan

dimulai dari :
1. Permohonan Pengembalian (Restitusi)
a. Saat Pengajuan Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Permohonan permintaan pengembalian kelebihan pajak masukan dapéf
dilakukan atau diajukan pada setiap akhir masa Pajak sebagaimana diatur
dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Pengajuan Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan

dengan cara :

1) Membuat Surat Permohonan secara tertulis dalam hal permintaan

restitusi dan/atau

2) Mengisi isian dalam SPT Masa PPN (formulir 1195) hal ke-2 ,

Kompensasi atau Restitusi.

b. Permohonan tersebut harus dilampiri dengan dokumen—dokumen pendukung

yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak yaitu berupa

1) Faktur Pajak Masukan dan Faktur pajak keluaran yang berkaitan

dengan kelebihan pembayaran PPN yang dimintakan pengembalian
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2) Dalam hal Impor BKP dilampiri
a) Pemberitahuan Impor Barang;

b) Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti pengutan pajak yang dibuat

oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3) Dalam hal ekspor BKP dilampirkan :

a) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
b) Bill of Lading (B/L) atau Air Waybill
¢) Wesel ekspor atau bukti transfer

4) Dalam hal penyerahan BKP dan atau Jasa Kena Pajak kepada Badan

Pemungut yang dilampirkan adalah sebagai berikut :
a) Kontrak atau Surat Perintah Kerja;
b) Surat Setoran Pajak atas Pajak yang telah dipungut

5) Dalam  hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi
kelebihan pembayaran akibat kompensasi Masa Pajak sebelumnya
maka yang dilampirkan meliputi seluruh dokumen yang berkenaan
dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa yang

bersangkutan.
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1) Dua bulan sejak saat permohonan diterima dalam keadaan lengkap di
Kantor Pelayanan Pajak medan Polonia, kecuali permohonan yang

penyelesaiannyaan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.

2) Dua belas bulan sejak permohonan diterima apabila pemeriksaan

untuk semua jenis pajak

b. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui dan Kantor Pelayanan Pajak Medan
Polonia belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak maka berarti permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dikabulkan sepenuhnya dan Surat
ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka satu bulan
setelah jangka waktu berakhir. Selain itu tindakan pengawasan atas jangka

waktu penyelesaian restitusi juga dilakukan.

3. Penerapan Sanksi

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh mulai dari
saat pengajuan permohonan restitusi sampai penyelesaian restitusi dalam jangka
waktu tertentu yaitu dengan cara memeriksa dan meneliti kebenaran dokumen-
dokumen pendukung yang menyebabkan adanya kelebihan pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai, apabila ditemukan adanya koreksi atau kesalahan yang dilakukan
oleh wajib pajak sehubungan dengan permohonan restitusi baik kesalahan
administrasi maupun kesalahan materil yang mengakibatkan kerugian negara maka

wajib pajak akan dikenakan sanksi yang harus dibayarkan kembali ke kas negara.
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Adapun sanksi-sanksi yang biasanya dikenakan kepada wajib pajak sesuai

dengan koreksi/ kesalahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan adalah sebagai

berikut :

a.

Sanksi Pasal 13 ayat (3) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) adalah berupa
sanksi kenaikan (denda) 100%, hal ini terjadi apabila Wajib Pajak dalam hal
lebih bayar tidak seharusnya mengkreditkan pajak masukan atau tidak

seharusnya mengkompensasikan kelebihan bayar tersebut.

Sanksi Pasal 13 ayat (2) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) adalah berupa
sanksi 2% dari jumlah terutang yang dikoreksi dikalikan dengan masa
terutang, hal ini terjadi apabila wajib pajak melaporkan pajaknya dengan

kurang bayar.

Sanksi pasal 7 Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)  adalah sanksi
administrasi berupa denda Rp. 50.000 per masa pajak atas keterlambatan
melaporkan pajak dalam SPT Masa PPN di mana batas pelaporan SPT Masa

adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Sanksi pasal 9 ayat (2a) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) adalah sanksi
berupa bunga 2% dari jumlah terutang yaitu merupakan denda atas
keterlambatan menyetorkan pajak ke Bank maupun Kantor Pos di mana batas
penyetoran kepada kas negara adalah paling lambat tanggal 15 bulan

berikutnya.
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. Sanksi Pasal 14 ayat (4) adalah merupakan sanksi 2% dari Dasar Pengenaan
Pajak, yaitu berupa sanksi yang diakibatkan Wajib Pajak sebagai Pengusaha
Kena Pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi

tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan standarnya.

D. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar dan Prosedur

Pemeriksaannya Dalam Studi Kasus.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai tindakan pengawasan yang
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia sesuai dengan uraian-uraian

di atas maka akan dipaparkan dalam penyelesaian sebuah kasus.
1. Kasus

PT. XYZ adalah sebuah Badan Hukum vyang baru berdiri tanggal 28 September
2004 sesuai dengan akte pendirian nomor 5 oleh Serepinta, SH di Medan. Wajib
Pajak bergerak di bidang Jasa Pengangkutan Kayu dari hasil perambahan Hutan
(logistic and service transportation). PT. XYZ berkedudukan di Jalan Nusa
Indah No. 11 Medan dan telah mendaftar diri ke Kantor Pelayanan Pajak Medan
Polonia untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tanggal 1 Oktober 2004 dan telah
memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak. Dalam menjalankan
usahanya sebagaimana suatu badan hukum yang baru saja berdiri PT. XYZ
membutuhkan barang-barang modal. Pada Tanggal 29 September Wajib Pajak
membeli sebuah gedung untuk tempat usahanya dari PT QQQ Real Estate sebesar
Rp. 100.000.000.-, dengan nomor faktur pajak LENIE-111-0000111, tanggal 10
Oktober 2004 PT. XYZ melakukan pembelian alat-alat berat berupa Komatzu
Hidrolic Exacator pengangkut gelondongan kayu sebesar Rp. 1.980.000.000.- dari
PT. ABC, dengan nomor faktur AARON-091-0000123 dan tanggal 28
Oktober 2004 melakukan pembelian dua set genset seharga Rp. 15.000.000.-
dari CV. RS dengan faktur pajak nomor AVROS-117-0000555 . Kemudian
tanggal 15 Oktober 2005 perusahaan mendapat kontrak pekerjaan yang pertama
dari PT. AAA untuk mengangkut kayu gelondongan dengan harga kontrak Rp.
55.000.000.- Faktur pajak untuk pertama sekali dibuka oleh PT. XYZ atas
kontrak tersebut dengan nomor AFNIE-121-0000001. Atas transaksi yang
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Atas Pajak Lebih bayar tersebut Wajib Pajak tidak mengkompensasikan ke bulan
berikutnya tetapi mengajukan permohonan restitusi tanggal 20 Nopember 2004

ke Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.

2. Penyelesaian Restitusi oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia

Permohonan Restitusi Wajib Pajak Badan (contoh kasus PT XYZ) diterima
Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia pada tanggal 20 Nopember 2004. Hal —hal
yang dilakukan  sebagai prosedur pengawasan Pemberian Restitusi Pajak

Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut
a Persiapan Pemeriksaan

1) Menginput data Wajib pajak yang terdapat SPT Masa PPN yang lebih bayar
pada Komputer Sistem Informasi Perpajakan yang akan divalidasi untuk di
kirim ke data pusat on line untuk seluruh Kantor Pelayanan Pajak di

Indonesia.

2) Membuat Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan Surat Pemanggilan untuk
diperiksa serta Surat Permintaan Buku-Buku, Dokumen-Dokumen
pendukung dalam rangka pemeriksaan pajak lebih bayar yang diserahkan

kepada Wajib Pajak untuk memenuhinya.

3) Membuat permintaan Bon Data kepada seksi Pengolahan Data apabila ada
kemungkinan data yang diterima baik data penjualan maupun pembelian

kepada pihak lain yang sebelumnya tidak diketahui.
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2) Melakukan pemeriksaan langsung pada pembukuan, laporan keuangan yang
dipinjamkan oleh Wajib Pajak, penelusuran dan pengujian sampai ke
dokumen pendukungnya, untuk meneliti kebenaran adanya kelebihan

pembayaran pajak.

3) Setelah Pemeriksaan dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia,
maka pemeriksa membuat hasil temuan pemeriksaan dan dituangkan pada
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan serta disampaikan ke pada wajib
pajak dan Wajib Pajak harus merespon surat tersebut dalam jangka waktu

tujuh hari setelah surat tersebut diterima.

4) Setelah Wajib Pajak  menyetujui hasil pemeriksaan, pemeriksa akan
menyelesaikan dengan membuat Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil

Pemeriksaan.

5) Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ditandatangani, laporan tersebut akan
dikirimkan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan dengan melampirkan Nota

Perhitungan.

6) Berdasarkan laporan pemeriksaan dan nota perhitungannya seksi Tata Usaha
Perpajakan membuat ketetapan. Berhubungan dengan kasus pada PT. XYZ
atas dasar laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh seksi PPN

diterbitkan atau ditetapkan :
a) Surat ketetapan Pajak Lebih Bayar Rp. 204.000.000

b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Rp. 23.000.000
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7) Oleh seksi Tata Usaha Perpajakan Surat ketetapan tersebut akan dikirimkan
kepada :
a) Wajib Pajak , untuk arsip
b) Seksi PPN/PTLL, untuk arsip
c) Seksi Penerimaan dan Keberatan untuk diproses kembali
8) Setelah menerima SKPLB dan SKPKB atas nama PT. XYZ dan mencek
kebenaran tidak adanya hutang-hutang pajak lain, maka Seksi Penerimaan
Keberatan akan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
(SPMKP) yaitu sebesar Rp. 181.000.000.-
9) SPMKP yang berlaku sebagai cek yang dapat diuangkan akan dikirimkan
kepada :
a) Wajib Pajak
b) Kantor Perbendaharan Kas Negara
c) Bank yang ditunjuk Wajib Pajak
10) Pemeriksaan selesai dengan hasil
Permohonan Restitusi Pajak sebesar Rp. 204.000.000.-
Restitusi yang dikabulkan sebesar Rp. 181.000.000
Koreksi (pajak yang harus disetor kembali
ke kas negara) sebesar Rp. 23.000.000.-
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menjadikan adanya pengawasan dalam pemberian restitusi berjalan dengan

baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh di dalam penulisan skripsi ini,

maka penulis mengajukan saran kepada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia,

sebagai berikut :

I

o

L2

Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia disarankan untuk mempertahankan
pengawasan yang telah dilakukan selama ini dengan baik, dan atau lebih
meningkatkan lagi.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia hendaknya melakukan pelatihan-
pelatihan pemeriksaan khusus kepada pemeriksa guna pengembangan ilmu
pengetahuan dan keahlian baik pengetahuan perpajakan maupun akuntansi.
Pelayanan terhadap Wajib Pajak Badan khususnya bagi yang melakukan
permohonan restitusi yang selama ini dinilai baik agar lebih ditingkatkan .
Dalam rangka pelayanan terhadap Wajib Pajak disarankan supaya
sosialisasi mengenai pengisian SPT Masa, pengkreditan pajak masukan

yang benar sesering mungkin dilakukan.
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